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Judul SOP SOP Pendokumentasian Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama
dan Atasan PPID Kementerian Agama

KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan

3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
4, Mampu mengoperasikan komputer

5, Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip

6. Mampu melakukan pelayanan prima

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

1. Daftar Informasi Publik

2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer

4, Jaringan Internet

5. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dokumentasi tidak maksimal

Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)




SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
NO. Aktivitas panitia P ol KET
nitia Pengelolaan
K PPID
Unit Kerja PPID Unit dan Layanse informasl Perlengkapan Waktu Output
1. |Mengajukan nama informasi publik kepada PPID : : g
Unit terkait di Lingkungan kerjanya kepada PPID Masing-masing Unit
Utama draft DIP 30 Menit Draft DIK mengusulkan nama
Informasi Publi
2 Menerima, merekap usulan informasi dan unit
kerja di lingkungan dan menyampaikankepada
PPID Utama PPID ut faah
utama menelaal
ft DIP 60 menit ft DIK
o i o usulan DIK dari PPID Unit
Menerima dan menghimpun usulan nama tfe)aﬂ:r :‘:a';:::' ::: "::‘
3. Informasi publik darl PPID Unit dan menyampaikan draft DIP 30 menit Draft DIK dlbn:a u d :nasln & :'In
hasil rekap informasi publik kepada PPID e G Snase
4. PPID menerima draft informasi publik dari staf
pelaksana PPID daftar dimaksud
draft DIP 30 menit Draft DIK meriupakan usulan dari
PPID Unit
5: Membuat SK PPID tentang Daftar Informasi Publik
Setelah DIP disusun
dokumen 30 menit SK PPID maka perlu ditetapkan
melalui SK PPID
6. Menetapkan Daftar Informasi Publik ~-
Daftar informasi Publik
Sk dan DIP 30 menit Ir?fzn?ansio l:l.?:ﬂrk ditetapkan oleh oleh
PPID/ Penanggungjawab
v Menerima Salinan Keputusan Daftar Informasi Setelah PPID Utama
Publik dari PPID Utama < . menetapkan
" Salinan Daftar !
DIK dan alasan 31 menit Informasi Publik Daftar informasi Publik
maka PPID Unit diberi
salinannya
PPl utama menyimpan
DIP-DIP sebagal acuan
8. Arsip 5 menit Arsip informasi apa saja yang
boleh diberikan kepada
publik
9. Arsip Arsip




